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BUPATI JEPARA 

DERATURAN BUPATI JEPARA 
NOMOR 14 TAHUN 2005 

TENTANG 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOT,A 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAE RAH KABUPATEN JEPARRA 

BUPATI JEPARA 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahrwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 eraturan Daerah 
Kabupaten Jepara Nome 8 tun 2005 tentang Perubahan 
Ats Peraturan Daerah Kabupate Jepara Nomor Tahu0 
2004 tentang Kedudukan Keuangan pipinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara, dan 
dengan memper batik.an kepatutan, kewajaran 0an fasi00al.it.as 
serta standart harga setempat yang berlaku 

b. bahwa berdasarkan surat Kepala Kelurahan Pengkol tanggal 8 
Desember 2005 Nomor 012/2050X11/2005. Kepala Keturahan 
Panggang tanggat 8 Desember 2005 Namor 590/97 Kepala 
Kelurahan Kauman tang9al 8 Desember 2005 Na/nor 
648.1/167 an Kepala Kelurahan Aaripan tanggal 8 Desember 
2005 Nor 648/498 perihal tarip sewa rumah di Kelurahan 
yang bersangkutan ditambah dengan Biaya Telepon, Listnik 
dan Air Bersih, dinyatakan bah'wa bar gar sewa rumah terenodal 
sebesar RD 20.000.000 dan tertinggi Rp 45.000.000 per tahun 

c. batwa berdasaran pertimbang.an sebagaimana dioak.Sud 
dalam huruf a dan hurut b, perlu enetapk.an Peraturan Bupat 
Jepara tentang Tunjangan Perumahan Bani pirpinan an 
Anggota Dewan Penwakiln Rakyat Daerah Kabupaten Jepara 

1 LJndang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah 

2. Undang-Undang Nomor fahun 1983 tentang Pajak 
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nor6r 3263), sebagairnaa telah beberapa kali diubah tera.k.hit 
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nmor 127 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nom0r 3985) 
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3. Un0dang-ndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang euangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2003 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nom0r 4286) 

4. Undang-UJndang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Keduduk.an Maj0lis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tun 2003 Norn0r 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nor0r 4310 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nam&r 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355) 

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
eraturan Perundangundang.an (Lembatan Negara republik 
Indonesia Tahun 2004 Norr 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389 

7Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pererintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Thun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Noe6r 4437) gebagaimana telah diubah dengan Lndang 
Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia T@nun 2005 Namor 108, Tambahan Lembaran 
Negara Republike Indonesia Norat 4548) 

8. U0dang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemetintah Pus.at dan Pemetintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nom6r 126 
Taenbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 

g. Peraturan parerintah Nomor 105 Tahu 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Noor 202 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022 

10.Peraturan Pererintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Penwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
donesig Tahun 2004 Nomor 9p,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416), gebagaimana telah diubah 
dengan eraturan Pererintah Namer 37 Tahun 2005 (Lermbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Namor g4,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) 

1f Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2002 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2002 Na@mot 25 
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12 peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 204 
tentang Kedudukan Keuangan Pipinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten epara (Le0baran 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepata Nomor 8), sebagairman.a 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten de,para 
Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2005 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Jepara Nomor 3 

MEMUTUSKAN 

Menetapk.a PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN 
BAGI PIMPINAN DAN ANGGO'TA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN JEPARA 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ii yang dirnaksud dengan 
1 Daerah adalah Kabupaten Jepara ' 
2Pemerintah Daerah adalah Pernerintah Kabupaten Jepara 

3. Bupati adalah Bupati Jepara 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Dpp adalah Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara 

5. Pipinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pienpinan 
ppgp datah Ketuas dan \Maki Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten 4epara 

6.Anggota Dewan Penwakitan Rakyat Daerah yang selanjutya disebut An9gota 
ppD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara 

Pas.al 2 

(1) Pimoinan dan Anggot DPRD &iberikan tunjangan perumahan dalam bentuk 
uang sebesar Rp 2.900.000, (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dibyark.an 
setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpab/janj 

() Tungangan perumnahan sebagimana dimnaksud pada ayat (1) dikenakan papa. 
sesuai peraluran perun0dang-un0dang.an ya09 beflak.u 

(3] Tunjan9an perumahan sebagarata dimnaksud pad.a ayat {1) tidak chibenikan 
apabila Pemerintah Daerah $uiah menyeiakan rumah jab8tan bagi Pirmnpinan 
DPRD atau rurah dinars bag a0g9ta DPR.D 



Pasal 3 

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Jepara Nomor 9 
ahun 2005 tentang Standarisasi Marga Uang Sewa Rumah Bagi Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakitan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara dicabut dan 
dinytak.an tidak berlaku 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tarn9gal iurn0dang.an 

gar seiap 0rag mengeta huinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempata0ya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepar8 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 21 Desember 2005 

UPATIJEr 

HENDRO MAR TOJO 

' 
Diundangkan di Jepara 
Pada tanggal 21 Desember 2005 

SEKRETARIS DAERAN KABUPATEN JEPARA 

M. EFFENDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 20OS NOMOR I 
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PENJELASAN 

ATAS 

ERATURAN BUPATT JEPARRA 
NOMOR 14 TAHUN 20O5 

TENTANG 

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOT A 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 

I PENJELASAN UMUM 

Deva Perwakilan Rakyat Daerah (ppp) merupak.an Lembaga 
Pemerintah Daerah sebagai wahana 0emokras.i dalamn Penyelenggaaa0 
Pemerintahan Daerah, yang mempunyai kedudukan setara dan meniliki 
hubungan kerja bersifat keritraan dengan Pernerintah Daerah 

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas ppp dalge 
penyelenggaraan Pererintahan Daerah, kepada Pimpinan DPRD isedialan 
rumah jabatan dan bagr Aggota ppp disediakan rumah Dinas beget% 
pertengapan0ya Dalam hal Pemerintah Daerah belumn dapat mnenyediakan 
rumah jabatan Pimpinan da rumah dinars Ang0ta ppp aka kepada yang 
bersangkutan diberikan tunjangan peruraha dalam bentuk ua0g dan 
dibayaran setiap Dulan 

Untuk menetukan besaran tunjangan perumaha bagi Pimp.inan 0d80 
Anggota ppgp kabupaten Jepara dengan memperhatikan azas kepatutan 
kewajaran dan rasionalit.ars eta standat harga setempat yang belaku, antara 
lain 
1 Type rumah 70 100 
2 Lokasi rumah beratda di Kota Jepara dan di tepi jalan Kabupaten 
3. Penyediaan penlengkapan ! fasilitas rumah meliputi Listik, Air bersih 

Telepon dan perabot rumah tang9a 

I PENJELASAN PASAL- DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jels 

Pasat 2 
Cukup jelas 

asa 3 
Cukup j0las 

Pasal4 
Cukup jelas 


